BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai Pelaksanaan Deklarasi Damai
terhadap Peristiwa Talangsari 1989 pada 20 Februari 2019 oleh Kementerian

Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan bersama Tim Terpadu Penanganan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lampung Timur yang merupakan upaya

pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat

masa lalu Peristiwa Talangsari 1989melalui jalur non judicialdi atas, dapat
diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Deklarasi Damai Talangsari 1989 belum dpat dikatakan sebagai mekanisme
penyelesaian non judicial berdasarkan Teori Keadilan Transisional menurut
Lokakarya Nasional VI Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan Pusat Studi
Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya pada 21-24 November 2000 di
Surabaya dikarenakan belum adanya pemenuhan kriteria sebagai berikut :
a. Pengungkapan kesalahan baik melalui peradilan maupun di luar

peradilan dan adanya pengakuan dan penyesalan pelaku akan

kesalahannya;
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b. Adanya penghukuman terhadap pelakunya;

c. Institusi pendukungnya baik berstatus resmi negara atau bukan harus
dilikuidasi demi tidak terulang kembali pelanggaran HAM yang berat
tersebut; dan

d. Mencegah bentuk ketidakadilan yang baru. Proses pemulihan dan
penyembuhan demi kepentingan korban harus dilakukan dengan
mengupayakan rehabilitasi, restitusi, kompensasi dan satisfaction.

2. Alasan Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan Peristiwa
Talangsari 1989 lebih memilih menggunakan mekanisme penyelesaian non
judicial adalah sebagai berikut :

a. Adanya harapan dari masyarakat sekitar dan para pelaku makar bahwa
mereka tidak menginginkan Peristiwa Talangsari diungkit kembali
dikarenakan saat ini kehidupan mereka sudah membaik dan hanya
menginginkan pembangunan di daerah Lampung Timur sehingga
mereka dapat membangun hidup yang lebih baik lagi;

b. Kegagalan Komnas HAM dalam memenuhi ketentuan berkas
penyelidikan yang telah disusun untuk ditingkatkan ke proses
selanjutnya yaitu proses penyidikan membuat jalur judicial semakin

jauh untuk ditempuh.
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B. Saran
Penyelesaian suatu pelanggaran HAM berat masa lalu baik melalu jalur
judicial maupun non judicial memerlukan lebih dari sekedar “willing” dan

“able” dari pemerintah agar tetap sesuai dengan Teori Keadilan Transisional

sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban serta

tetap menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa
hal agar ketika melakukan upaya penyelesaian terhadap suatu pelanggaran

HAM berat masa lalu tetap sesuai dengan Teori Keadilan Transisional sebagai

berikut :

1. Membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
upaya penyelesaian non judicial terhadap suatu pelanggaran HAM berat
masa lalu yang telah disesuaikan dengan Teori Keadilan Transisional;

2. Sinkronisasi jumlah korban dan keluarga korban Peristiwa Talangsari 1989
yang dicatat oleh LPSK dengan Paguyuban Korban Talangsari Lampung
(PK2TL) sehingga dapat dilakukan pemenuhan korban dan keluarga
korban;

3. Negara harus segera melakukan pemenuhan hak korban dan keluarga
korban pelanggaran HAM berat masa lalu Peristiwa Talangsari sesuai
dengan prinsip Teori Keadilan Transisional, mengingat Deklarasi Damai
Talangsari telah menyatakan bahwa dilakukan pemenuhan hak dasar

korban Peristiwa Talangsari 1989;
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